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,GUBERNUR GORONTALO
I.' , •

I PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAH PROVI,NSIGORONTALO
TAHUN ANGGARAN2014

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA
GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah
sebagaimana telah beberapa ,kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang~
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan evaluasi sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 903 - 7209 Tahun 2013 serta disesuaikan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; .

c. bah~a berdasarkan pertimbangan sebagai~ana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, ..Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

, .
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3988); '. -J



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indq~esla Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan lindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
I

Nomor 4150); .'
6. \,Jndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

i

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Ur"dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang' Nomor 15: Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
~epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
104 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

til J



12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-qndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

14. Undang-UndangNomor 12Tahun2011 tentaqg Pembentukan Peraturan
. :i:

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

f'JegaraRepublik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemertntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
I I I

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

~ 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2007, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20.05 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5~ Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~
Nomor 4576);



20. IPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
keuangan Daer~h (Lembaran Negara Repubtlk Indonesia Tahun 2005

',.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); ,

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
pembinaan dan Pengawasan, Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun,2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

" • IIndoneSia Nomor 4693);
I .~.:~

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 5tandar
AkUliltansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165); i

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011tentang Perubahan Atas
I, .
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara
pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
I !

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

,'"
j'i



28. reraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor OS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Ii I
Perubahan Atas: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pengadaan Bararig/JasaPemerintah;
30. Peraturan.' Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

! \

Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatandan Belanja DaerahTahun

~nggaran 2014. :

I.

Dengan Pe~etujuan Bersama "
I I,

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO
dan

GUBERNURGORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALOTENTANG ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJADAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN

ANGGARAN2014

Pasall

Rp. 1.203.082.145.175,43

Rp. 1.294.658.364.425,43

Rp. (91.576.219.250,00)Surplus/(Defisit)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai

berikut:
a. PendapatanDaerah

b. Belanja Daerah

c. PembiayaanDaerah :
1. Penerimaan Rp.;

2. Pengeluaran Rp'f"
PembiayaanNetto Rp.

SisaLebih PembiayaanAnggaran

Tahun Berkenaan : Rp.

101.576.219.250,00
10.000.000.000,00
91.576.219.250,00

0,00

Pasal2

(1) P~ndapatanDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasall terdiri dari
I '.. .

a: PendapatanAsli Daerah sejumlah Rp. 274.275.308.402,43

b~Dana perimbangan sejumlah Rp. 801.585.806.773,00
c. Lain -lain pendapatan daerah'yang

I sah sejumlah Rp. 127.221.030.000,00
I ,



375.000.000,00
0,00

0,00

4.000.000.000,00

257.943.069.515,65

300.000.000,00

24.932.308.773,00

734.279.438.000,00

42.374.060.000,00

126.846.030.000,00

Rp.

Rp.

Rp."
Rp.

,Rp.
Rp.
Rp.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdirii dari jenis pendapatan :

ar PajakDaerah sejumlah "
i

b. Retribusi Daerah sejumlah

c1, Hasil Pengelolaankekayaan Daerah

, yang dipisahkan sejumlah
d; Lain-lain pendapatan asli daerah

! yang sah sejumlah Rp. 12.032.238.886,78

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
I

dari jenis pendapatan :

a~Dana,bagihasil,sejumlah
I

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

cl Danaalokasi Khusussejumlah!
I

(4) Lain-lain. pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
I . ,

ayat (1) 'h'uruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp.
b~Dana"darurat sejumlah Rp.

cJ Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.

d. Dana Penyesuaiandan Otonomi

Khilisussejumlah
'<' ••

34.462.682.100,00

389.267.270.134,~
Rp'.,
Rp.

Pasal3
(1) Belanja Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasall terdirl darl :

a. BelanjaTidak Langsung sejumlah Rp. 597.770.374.070,47

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 696.887.990.354,96

(2) BelanjaTidak Langsungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 275.667.239.585,27

b. Belanja bunga sejumlah Rp. 1.995.000.000,00

c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 177.263.395.000,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

f,' Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 114.779.414.485,20

g~Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 21.170.000.000,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.395.325.000,-00

(3) Belanja Langsung sebagaimanaqimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenls belanja :
a~Belanja pegawai sejumlah

b. Belimja barang dan jasa sejumlah



c. Belanja modal sejumlah Rp. 273.158.038.120,00

0,00

42.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

Pasal4

(1) PembiayaanDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal1 terdiri dari:

a. Penerimaansejumlah Rp. 101.576.219.250,00

b; Pengeluaransejumlah Rp. 10.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan:
a~Sisa lebih PerhitunganAnggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SIlPA)

sejumlah Rp. 59.576.219.250,00
! );

b~Peqcairandana cadangan sejumlah Rp. 0,00
,.t.

c.:HasHpenjualan kekayaanDaerahyang

dipisahkan sejumlah Rp.

di .Penerimaanpin]aman daerah sejumlah Rp.

e~Penerimaankembali pemberian
j

I Pinjaman sejumlah Rp. 0,00

f.! Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darl
I • I .

jenis pembiayaan:: . .

a..Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
I •

b. PenyertaanModal (Investasl) Pemerintah

I Daerah, Rp.

c. PembayaranpOkokutang sejumlah Rp.

d~Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

I ,

Pasal5

Uraian lebih I~mjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dal~m Pasal 1, tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Inl, terdiri dari:
a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;

b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi;

c. Lamplran III Rincian Anggar~n Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organlsasl

Pendapatan,Belanja dan Pemblayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasj Belanja menurut Urusan Pemerlntahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;



,.
e. Lar;npiranv

! 'L~.

f. Lampiran VI
g" Lampiran VII
h. Lampiran VIII :
i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

I. lampiran XII
m.lampiran XIII :

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urLisan pemerin~han daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negarai
Daftar jumlah .pegawaiper golongan dan per jabatani
Daftar Piutang Daerahi
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerahi
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;
Daftar Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal6
(1) D~lam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti

y~lng diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerlntah
daerah dapat menggunakan dana tersebut. dengan terleblh dahulu
memberitahukan kepada DPRD,Provinsi GoroFltalo dan selanjutnya di
masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi GorontaloTahun Anggaran 2014.

(2) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan kepala
daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

1

ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2014..

(3) Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya

]: i

aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerlntahan dan/atau terganggunya
aktifitas masyarakat, berupa;
a. bencana alam;
bl kerusuhan;
c. gangguan keam,anan;dan/ata~
d. gangguan lainnya yang berdampak luas di masyarakat.

'i i

.. \



•
Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
I' ,

dan 6elanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
, . '

Pend~patan dan Belanja Daerah.

i : ! Pasal 8 I
Perat~ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1 I i ,1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerahini' dengan ;penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Desember 2013
SEKRETARI5DAERAHPROV 51GORONTALO,

WINARNI .MONOARFA

- LEMBARANDAERAHPROVINSI GORONTALOTAHUN 2013 NOMOR 26
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